
SALINAN

BUPATI LIMA PT'LUH KOTA
PROVINSI SUIVIATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 43 TAHUN 2OL9

TENTANG

PERUBA}IAN ATAS PERATURA}I BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 70 TAHUN
2OT8 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAII IVAGARI YANG BERSITAT UMUM UNTUK OPERASIONAL

PEMUNGUTAN PA"IAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

l.1e ni.mbang :a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nornor 71 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan, maka secara yuridis
kedudukan, Susunan Organisasi, T\:gas dan Fungsi. Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan mengalami
perubahan

bahwa dalam rangka mernberi kepastian hukum dan
pedoman pelaksanaan pernberian bantuan keuangan
kepada Pemerintah Nagari dipandang perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 70 TaJrun 2018 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuarigan Kepada Pemerintah Nagari Yang Bersifat
Urnum Untuk Operasional Per,nungutan Pqiak tsumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Otahraga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
nurul a oan nurul D olatas perru menetapKan oengan
Peraturan Bupati.

b.

C.

:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun "1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 25) ;
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4.

2.

3.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 Tentang Pqiak
Daerah dan Retribusi Daerah { Lernbaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 4449 Tahun 2OO9 );

Undang-Und.ang Nomor 6 Tahun 2014 Tenfqng Desa
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor
L23, Tambahan Lembaran Itlegara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang
Pemerintahan Daerzrh (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang*Undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 201"4 Tenta-ng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 63221 ;

Peraturan Pemerintah Nornor 43 ?ahun 2AL4 ?entang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda4g Nomor' 6 Tahun
2OL4 Tentang Desa (Lembaran Negra Republik Indonesia
Tahun 2A74 Noretor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintarl: Nomor 43 Tahun 2AL4 Tenteng
Peraturan Pelaksana Undang:Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Al9 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6327|;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
Tentang Pedoman Pengelol,aan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tenteing Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2AlL Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Non*or 1I3 Tiahun 2O74
Tentang Pengelolaan l(euangan Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2093);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8
Tahun 20ll Tentarig Pqiak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2OL6 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nornor 8 Tahun 20I1 Tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lirrra Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2A16 Tentang ReRcana Pernbangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-
2A2L (Iembaran Daeratl Kabupaten Lirna Puluh Kota Tahun
2A16 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peratr.lran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2OL6 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupatea Lima Fuluh Kota ?ahun 2AL6 - ?'AzL (tr embaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2
Tahun 2Ol2 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2OL2 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah d.engan peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahwr 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
Nomor 2);

Peraturan Br:pati Lirna Puluh Kota Non:.or 64 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
(Berita Daerrah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013
Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Li.ma Puluh Kota Nomor L5
Tahun 2A16 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2Ot6 Nomor 15);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2A16
tentang l(eououKao; uusu.llan Lrrganlsastr,'ratgas oan t.-ungsl
serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahr-rn 201.6 Nomor 73) Sebagaimana telah
di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor
86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perattrran Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 7L Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keda Badan Keuangan (Berita Daerah $abupaten Lima
Fuluh Kota Tahun 2016 Nornor 73 );
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15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7O Tahun 2O18
Tentang Pedomern PemberiaR Bantu{in Keuangan Kepada
Pemerintah Nagari Yang Bersifat Umum Untuk Operasional
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 70).

'l :::etapkan

MEMUTUSI(AN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7A TAHUN 2AL8 TENTANG PEDOMAN PEMtsEzuAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH NAGARI YANG
BERSIFAT UMUM UNTUK OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7O
Tahun 2OIB Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Nagari Yang Bersifat Umum Untuk Operasional Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga diubah, sebagai berikut :

1, Ketentuan pasal 1 ditambah satu (1) angka yakni angka 14 sehingga
selanjutnya berbunyi :

i4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Pejabat yang melakukan penatausahaan keuangan pada
Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Ketentuan pasal 5 ayat (a) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

(4) Perhitungan jumiah alokasi Bantuan Keuangan atas penyampaian
SPPT PBB P2 ke wajib pajak selanjutnya akan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Keuangan.

3. Ketentuan pasal 6 ayat (4) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

(4) Perhitungan jumlah alokasi Bantuan Keuangan atas pelunasan PBB
P2 di Nagari selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputus:rn Kepala
Badan Keuangan.

(4) Perhitungan jumlah alokasi Bantuan Keuangan atas kegiatan
kepariwisataan di Nagari selaqfutnya akan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Keuangan.

I

ilr



5. Judul BAB VI diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

6. Ketentuan Pasal 1L ayat (7) diubah sehingga selanjutnya berbunyi ;

(T) Untuk persyaratan pencairan Bantuan Keuangan atas pelunasan PBB

V2 di Nagari yeng lunas lOO% {seranrs persen}, Nagari wajih
menyamp"ik r, lapor"n dan bukti setoran pelunasan PBB P2 dari
Bank Tempat Pembayaran (Bank TP) kepada Badan Keuangan sebagai

bukti bahwa PBB P2 nya sudah lunas 100% (seratus persen).

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga selanjutnya berbunyi :

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Ke-uanggr 
. 
setiap

tahunnya melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD dengan
mempedomani jumlah ketetapan SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
serta realisasi dari penerimaan PBB P2 dan Retribr.rsi Tempat
Rekreasi d'an Olahraga d'ua tahtm'sebelurrmya ( N-2); 

r

8. Pasal 11 ayat (8) dihaPus

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Birpati ini aengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

i,,,

Diundangkan di Sarilamak
Fada Tanggal 05 Aguszus 2019

SEKRETARIS DAERAH

I{3BUPATEN LINf,A PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
i;zuTA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2019 NOMOR 43

Terobusan disamPalkan kePada Yth:

--::--r.tpa]a 
Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di sarilamak.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggat 5 Agustus 2O19

BUPATI LIIVIA PULUH KOTA
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